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ABSTRACT 

 

This study aims to The purpose of this research is to find out the influence of tax audit to the 

increase of tax payer compliance level and determine whether there is influence of tax audit to tax 

revenues.  

In the analysis and discussion, that tax audit increase of tax payer compliance and influence on 

tax revenues, but still there of tax payer non compliance in sending tax return. Besides attempts have 

been made increase of tax payer compliance in sending tax return. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat 

kepatuhan penyampaian SPT Wajib Pajak badan dan untuk Mengetahui apakah ada pengaruh 

pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. 

Dalam analisis dan pembahasan, bahwa pemeriksaan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan 

berpengaruh terhadap penerimaan pajak, Namun ternyata masih terdapat beberapa Wajib Pajak yang tidak 

patuh dalam menyampaikan SPT Tahunan padahal segala daya dan usaha sudah dilakukan untuk 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan. 

Kata Kunci: Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Perpajakan dan Penerimaan Pajak. 

  



PENDAHULUAN 

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang sangat penting sekali bagi pelaksanaan dan 

peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Akan 

tetapi dalam beberapa tahun terakhir peran pajak dalam penerimaan terus dinaikkan seiring dengan 

kebutuhan untuk mendanai pengeluaran negara yang terus meningkat jumlahnya dan membutuhkan 

dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban 

perpajakannya secara jujur, benar dan bertanggung jawab. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran 

wajib pajak tersebut, Direktorat Jendral Pajak melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak 

dalam menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah  diubah terakhir dengan Undang-Undang 

nomor 28 tahun 2007, bahwa kebijakan pokok di bidang pajak yang bertujuan untuk meningkatkan 

penerimaan pajak agar  bangsa Negara bisa lebih mandiri dalam pembiayaan negara dan pembangunan 

dengan membayar pajak tepat waktu. 

Sistem perpajakan Indonesia yang menganut system self assessment yang berlaku sejak tahun 

1984, Maka akan memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang. System self assessment ini selain 

dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang ditentukan oleh tindakan penegakan hukum (law 

enforcement), salah satu bentuk penegakan hukum ini diwujudkan dengan adanya pemeriksaan pajak. 

Self assessment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan 

Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui 

sistem ini perlu diikuti tindakan pengawasan guna mewujudkan tercapainya sasaran kebijakan perpajakan. 

Fungsi pengawasan dalam lingkup perpajakan merupakan salah satu tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak 

yang pada dasarnya meliputi kegiatan penelitian dan pemeriksaan di bidang perpajakan untuk menguji 

kepatuhan Wajib Pajak. (Kusujarwati:2012) 

Dalam bidang penegakan hukum, Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk mengawasi agar 

proses dan pelaksanaan system Self assessment tetap pada koridor peraturan perundang-undangan 

perpajakn yang berlaku. Pilar utama penerapan law enforcement di bidang perpajakan adalah kegiatan 

pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak. Dengan demikian kegiatan pemeriksaan dengan upaya 

penyidikan dan penagihan pajak sejatinya merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak (yang telah 

diamanatkan oleh UU Perpajakan) dalam menjalankan fungsinya untuk menjaga agar koridor peraturan 

perpajakan yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara konsisten dan konsekuen, baik oleh Wajib Pajak 

maupun oleh aparat Direktorat Jenderal Pajak sendiri. (Gunadi:2005) 

Namun, dalam rangka mewujudkan system self assessment itu sendiri agar berjalan dengan 

efektif, perlu dilakukan pemeriksaan pajak terhadap pemberlakuan sistem self assessment karena tidak 

semua Wajib Pajak akan patuh terhadap kewajibannya. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dilakukan 

melalui penyuluhan, pendekatan persuasif, pelayanan yang lebih baik, pengawasan dan penagihan. 

Kepatuhan wajib pajak berfungsi untuk memenuhi kewajiban perpajakan suatu Neagara terutama pada 

kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan 

faktor yang sangat penting sekali untuk meningkatan penerimaan pajak di Negara ini. 

Selanjutnya dalam pasal 29 undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan 

tata cara perpajakan sebagai mana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 28 tahun 2007 

menyebutkan bahwa direktur jendral pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji  kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. Dan sebagai perwujudan dari peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang tata cara pemeriksaan pajak. Bahwa ketentuan umum 



mengenai tata cara pemeriksaan pajak telah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 

199/PMK.03/2007 tentang tata cara pemeriksaan pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 

82/PMK.03/2011. 

Untuk meninjau kembali atas keberhasilan penerimaan pajak dapat dilihat dari kepatuhan wajib 

pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, upaya tersebut harus dilakukan dengan menegakan 

peraturan perpajakan (law enforcement) melalui pemeriksaan pajak. Berdasarkan latar belakang masalah 

tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap 

Kepatuhan Penyampaian SPT Wajib Pajak Badan dan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Sunter  

Tahun 2011 dan 2012. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Objek Penelitian 

 Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian pada KPP Pratama Jakarta Sunter Khususnya 

pada Bagian Umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP 

Pratama Jakarta Sunter atas penyampaian SPT Tahunan yang dilakukan oleh wajib pajak dan apakah 

wajib pajak badan sudah patuh atau belum dalam menyampaikan SPT Tahunan secara lengkap dan benar 

sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

 

Definisi Pemeriksaan pajak, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak 

Pemeriksaan Pajak 

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau 

bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk 

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Kepatuhan 

Tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. 

Penerimaan Pajak 

Penerimaan Indonesia sebagian besar berasal dari pajak, tetapi upaya mengumpulkan dana dari 

pajak bukan berarti harus semaksimal mungkin. Hal ini bertentangan dengan hak Warga Negara untuk 

tetap dapat menjalankan kehidupannya dengan layak. Tetapi pengumpulan dana dari pajak diharpkan 

adalah seoptimal mungkin, karena memasukan dana secara optimal bukan berarti memasukan dana secara 

maksimal, atau sebesar-besarmya, tetapi usaha memasukkan dana jangan sampai ada yang terlewatkan, 

baik subjek pajaknya maupun objek pajaknya. Dengan demikian jumlah pajak yang memang seharusnya 

diterima kas negara benar-benar masuk semua. Dan tidak ada yang luput dari pengamatan fiskus 

mengenai objek pajak.  

 

 

 

 

 

 



Teknik Pengumpulan Data 

Observasi 

Secara langsung mengambil data dan mendatangi KPP Pratama Jakarta Sunter yang sesuai 

dengan kebutuhan data dalam penelitian ini, Observasi ini meliputi pengumpulan dan penyusunan data, 

dan analisis. 

Dokumentasi 

  Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen data di KPP Pratama 

Jakarta Sunter yang meliputi pengumpulan data dan pengolahan data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen bagian Pemeriksaan dan Pengolahan Data dan Informasi.  

Wawancara 

  dilakukan untuk mendapatkan data-data primer pada KPP Pratama Jakarta Sunter yaitu dengan 

wawancara langsung yaitu dengan melakukan Tanya jawab, meminta penjelasan, keterangan dan 

informasi kepada pihak-pihak yang terkait mengenai data yang diperlukan dalam penelitian ini. 

Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Judgement Sampling. 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Kuantatif. Analisis 

kuantatif dilakukan apabila data yang dikumpulkan berjumlah besar dan mudah diklasifikasikan ke dalam 

kelompok-kelompok. Sedangkan analisis kualitatif dilakukan apabila data yang dikumpulkan bersifat 

sedikit dan terdiri dari kasus-kasus. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

menggunakan Uji Beda Proporsi, dan pemprosesan data menggunakan komputer SPSS versi 21. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kriteria yang menentukan pemilihan Wajib Pajak yang diperiksa 

Beberapa kriteria untuk pemilihan Wajib Pajak badan yang diantaranya tidak patuh baik itu wajib 

pajak yang tidak melaporkan SPT dan Wajib Pajak yang terlambat melaporkan SPT yang melebihi batas 

waktu pelaporan yaitu 30 april. Pemeriksaan dilakukan terhadap: 

SPT yang menunjukan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian 

pendahuluan kelebihan pajak, SPT Tahunan pajak penghasilan yang menunjukan rugi, SPT tidak 

disampaikan/disampaikan tidak pada waktunya yang sudah ditetapkan, Surat pemberitahuan yang 

memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

Pemeriksaan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan  



Dari hasil tabel presentase kepatuhan menjelaskan bahwa setelah diadakannya Pemeriksaan Pajak 

terhadap Wajib Pajak Badan terdapat peningkatan yang signifikan, sebelum dilakukannya Pemeriksaan 

pajak terdapat hasil presentase Kepatuhan sebesar 58% dan setelah dilakukan Pemeriksaan maka 

meningkat menjadi 80%, dengan demikian Pemeriksaan Pajak Berpengaruh terhadap Presentasi 

Kepatuhan karena tujuan dari pemeriksaan itu sendiri yaitu untuk menguji kepatuhan perpajakan dan 

tujuan lain untuk menjalankan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana bisa dibuktikan dengan 

Metode Uji Beda Proporsi yaitu Berdasarkan Uji Beda Proporsi diatas menjelaskan bahwa sebelum 

dilakukan Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak tahun 2011 hasilnya 0,58 yang artinya hampir 1/2 

dari Wajib Pajak yang patuh dalam menyampaikan SPT Tahunan dan sesudah pemeriksaan di tahun 

2012 hasilnya 0,80 yang artinya hampir 3/4 Wajib Pajak yang patuh dalam menyampaikan SPT 

Tahunan, dengan demikian terbukti bahwa sebelum pemeriksaan dan sesudah pemeriksaan mengalami 

peningkatan sebesar 0,22 yang mana mempunyai pengaruh yang signifikan sebesar 0,046. 

Pemeriksaan tidak Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak 

Setelah dilakukannya Uji Regresi terhadap data Penerimaa maka menghasilkan 0,919 > 0,05 yang 

artinya melebihi dari syarat regresi yaitu 0,05 berarti bisa disimpulkan bahwa Pemeriksaan Pajak tidak 

berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak, meningkatnya Penerimaan Pajak bisa saja disebabkan oleh 

meningkatnya Wajib Pajak dan meningkatnya kepatuhan perpajakan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Beberapa kriteria untuk pemilihan Wajib Pajak badan yang diantaranya tidak patuh baik itu wajib 

pajak yang tidak melaporkan SPT dan Wajib Pajak yang terlambat melaporkan SPT yang melebihi batas 

waktu pelaporan yaitu 30 april 

Pemeriksan berpengaruh terhadap kepatuhan penyampaian SPT PPh badan di KPP Ptatama 

Jakarta Sunter yang terbukti dengan pengujian data menggunakan Uji Beda Proporsi yang menunjukan 

hasil yang signifikan sebesar 0,046 dimana hasil dari sebelum pemeriksaan 0,58 dan setelah pemeriksaan 

0,80 dengan demikian Pemeriksaan berpengaruh terhadap Kepatuhan dengan meningkatnya hasil 

Kepatuhan. 

 Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak, meningkatnya Penerimaan 

Pajak bisa saja disebabkan oleh meningkatnya Wajib Pajak dan meningkatnya kepatuhan perpajakan. 

Untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan, sebaiknya KPP Pratama Jakarta Sunter rutin 

melakukan pemeriksaan pajak, sosialisi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak yang 

sudah terdaftar di KPP Pratama Jakarta Sunter semakin sadar dan patuh akan kewajiban perpajakannya. 

Wajib Pajak yang terlambat atau tidak patuh menyampaikan SPT dijadikan prioritas utama dalam 



pemilihan Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan, karena dengan dilakukannya pemeriksaan 

terhadap Wajib Pajak yang terlambat atau tidak menyampaikan SPT akan menimbulkan pengaruh bagi 

Wajib Pajak lainnya. 
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LAMPIRAN 3 

Daftar Wawancara dengan Petugas Pemeriksaan di KPP Pratama Jakarta Sunter 

1. Kepatuhan WP badan dalam melaporkan SPT Tahunan Badan sebagai berikut: 

Rasio Kepatuhan 

 

 

 

 

Dari tabel diatas diketahui kepatuhan cendeerung menurun sejaktahun 2008 sampai 

dengan tahun 2010, tetapi sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 mengalami 

peningkatan. Hasil data diatas menjelaskan bahwa Presentase (%) berasal dari Wajib 

Pajak yang Lapor SPT Tahunan dibandingkan dengan Jumlah Wajib Pajak Badan yang 

Statusnya Normal. 

 

 

2. Cara untuk menarik WP PPh Badan dalamm enyampaikan SPT agar tepat waktu yaitu: 

a. Sosialisasi mengenai pelaporan SPT Badan 

b. Sosialisasi Pengisian SPT Badan  

c. Membuat himbauan SPT TahunanBadan 

d. Membuat Surat Tegoran SPT Badan 

3. ProdukPemeriksaan 

a. SKPN;  

b. SKPKB ;  

c. SKPLB;  

d. SKPKBT 

4. Pemeriksaandilakukan terhadap? 

a. SPT menunjukan kelebihan pembayara pajak, termasuk yang telah diberikan 

pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. 

b. SPT Tahunan Pajak Penghasilan menunjukan rugi. 

No Tahun 

2008 

Tahun 

2009 

Tahun 

2010 

Tahun 2011 Tahun 2012 

1 24.95% 24.89% 22.69% 24.81% 24.95% 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑊𝑃

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑊𝑃 𝑃𝑎𝑡𝑢ℎ
= % kepatuhan 



c. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu  yang telah ditetapkan. 

d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh 

Direktur Jenderal Pajak. 

e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada huruf c tidak 

dipenuhi. 

5. Cara Kpp untuk meningkatkan kepatuhan WP 

a. Sosialisasi mengenai pelaporan SPT Badan 

b. Sosialisasi Pengisian SPT Badan 

c. Membuat himbauan SPT Tahunan Badan 

d. Membuat SuratTegoran SPT Badan 

e. Menekan WP Badan yang tidak aktif 

6. KodePemeriksaan terdiri dari: 

Berdasarkan struktur tersebut diatas, Kode Pemeriksaan untuk masing-masing kriteria 

dan jenis pemeriksaan ditentukan sebagai berikut: 

1) Kode Pemeriksaan Rutin: 

No. Alasan Pemeriksaan 

Jenis Pemeriksaan 

Pemeriksaan 

Kantor 

Pemeriksaan 

Lapangan 

OP Badan OP Badan 

1. Perubahan Tahun Buku/Perubahan Metode Pembukuan   0012 0111 0112  

2. Likuidasi atau Penutupan Usaha :  

a. Domisili  

b. Cabang 

   

1022 

0022 

 

1121 

0121 

 

1122 

0122 

3. WP OP Akan Meninggalkan Indonesia Selama-

Lamanya 

    1121   

4. Penggabungan Usaha   1032 1131 1132 

5. Peleburan Usaha atau Pengambilalihan Usaha   1042 1141 1142 

6. Pemecahan Usaha atau Pemekaran Usaha   1052 1151 1152 

7. Wajib Pajak Yang Telah Diberikan Pengembalian 

Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak  

     

 

 

 



Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 17C dan Pasal 

17D 

Undang-Undang KUP  

a. Seluruh jenis pajak 

b. PPN 

 

 

1161 

2161 

 

 

1162 

2162 

8. SPT Tahunan PPh Rugi: 

a. PPh OP/Badan (satu jenis pajak) 

 

4071 

 

4072 

 

4171 

 

4172 

9. SPT Lebih Bayar :  

a. Masa PPN 

b. PPh OP/Badan (satu jenis pajak) 

 

2081 

4081 

 

2082 

4082 

 

2181 

4181 

 

2182 

4182 

10. Revaluasi Aktiva Tetap   1092 1191 1192 
 

2) Kode Pemeriksaan Khusus berdasarkan Analisis Risiko Secara komputerisasi 

No. Kriteria Pemeriksaan 

Jenis Pemeriksaan 

Pemeriksaan 

Kantor 

Pemeriksaan 

Lapangan 

OP Badan OP Badan 

1. WP Besar 

a. Seluruh jenis pajak 

b. PPN  

c. P2PPh 

d. PPh Pasal 25/29 

e. PPh Pasal 21/26 

f.  PPh Pasal 23/26 

g. PPh Final 

h. Beberapa Jenis Pajak  

     

1411 

2411 

3411 

4411 

7411 

8411 

9411 

0411 

 

1412 

2412 

3412 

4412 

7412  

8412 

9412 

0412 

2. WP Menengah 

a. Seluruh jenis pajak 

b. PPN 

c. P2PPh 

d. PPh Pasal 25/29 

     

1421 

2421 

3421 

4421 

 

1422 

2422 

3422 

4422 



e. PPh Pasal 21/26 

f.  PPh Pasal 23/26 

g. PPh Final  

h. Beberapa Jenis Pajak 

7421 

8421 

9421 

0421 

7422 

8422 

9422 

0422 

3. WP Kecil 

a. Seluruh jenis pajak 

b. PPN 

c. P2PPh 

d. PPh Pasal 25/29 

e. PPh Pasal 21/26 

f.  PPh Pasal 23/26 

g. PPh Final 

h. Beberapa Jenis Pajak 

     

1431 

2431 

3431 

4431 

7431 

8431 

9431 

0431 

 

1432 

2432 

3432 

4432 

7432 

8432 

9432 

0432 
 

  

 

3) Kode Pemeriksaan Khusus berdasarkan Analisis Risiko Secara Manual 

No. Kriteria Pemeriksaan 

Jenis Pemeriksaan 

Pemeriksaan 

Kantor 

Pemeriksaan 

Lapangan 

OP Badan OP Badan 

1. Terdapat data dan informasi yang 

menunjukkan ketidakpatuhan WP (bottom-up) 

a. Seluruh jenis pajak 

b. PPN 

c. P2PPh 

d. PPh Pasal 25/29 

e. PPh Pasal 21/26 

f.  PPh Pasal 23/26 

g. PPh Final 

h. Beberapa Jenis Pajak  

     

 

1911 

2911 

3911 

4911 

7911 

8911 

9911 

0911 

 

 

1912 

2912 

3912 

4912 

7912 

8912 

9912 

0912 



2. Analisis Risiko Secara Manual Kantor Pusat (top-down) 

: 

a. Seluruh jenis pajak 

b. PPN 

c. P2PPh 

d. PPh Pasal 25/29 

e. PPh Pasal 21/26 

f.  PPh Pasal 23/26 

g. PPh Final 

h. Beberapa Jenis Pajak 

    

 

1921 

2921 

3921 

4921 

7921 

8921 

9921 

0921 

 

1922 

2922 

3922 

4922 

7922 

8922 

9922 

0922 

3. Analisis Risiko Secara Manual Kanwil DJP (top-down) 

: 

a. Seluruh jenis pajak 

b. PPN 

c. P2PPh 

d. PPh Pasal 25/29 

e. PPh Pasal 21/26 

f.  PPh Pasal 23/26 

g. PPh Final 

h. Beberapa Jenis Pajak 

    

 

1941 

2941 

3941 

4941 

7941 

8941 

9941 

0941 

 

1942 

2942 

3942  

4942 

7942 

8942 

9942 

0942 

4. Laporan dan Pengaduan Masyarakat Hasil Analisis 

Direktorat Intelijen dan Penyidikan (top-down) : 

a. Seluruh jenis pajak 

b. PPN 

c. P2PPh 

d. PPh Pasal 25/29 

e. PPh Pasal 21/26 

f.  PPh Pasal 23/26 

g. PPh Final 

h. Beberapa Jenis Pajak 

     

 

1931 

2931 

3931 

4931 

7931 

8931 

9931 

0931 

 

 

1932  

2932 

3932 

4932 

7932 

8932 

9932 

0932 

5. Laporan dan Pengaduan Masyarakat Hasil Analisis       



Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (top-down) : 

a. Seluruh jenis pajak 

b. PPN 

c. P2PPh 

d. PPh OP/Badan 

e. PPh Pasal 21/26 

f.  PPh Pasal 23/26 

g. PPh Final  

h. Beberapa Jenis Pajak 

 

1951 

2951 

3951 

4951 

7951 

8951 

9951 

0951 

 

1952 

2952 

3952 

4952 

7952 

8952 

9952 

0952 

8. Pemeriksaan Khusus dalam rangka Pemeriksaan Ulang 

a. Seluruh jenis pajak 

b. PPN 

c. P2PPh 

d. PPh Pasal 25/29 

e. PPh Pasal 21/26 

f.  PPh Pasal 23/26  

g. PPh Final 

h. Beberapa Jenis Pajak 

     

1991 

2991 

3991 

4991 

7991 

8991 

9991 

0991 

 

1992 

2992 

3992 

4992 

7992 

8992  

9992 

0992 
 

 

 

  

 

  



Lampiran 4 

Hasil Uji Regresi 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 Yb . Enter 

a. Dependent Variable: X1 

b. All requested variables entered. 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .081a .006 -.490 73.480 

a. Predictors: (Constant), Y 

 

 

 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 234.267 62.431  3.752 .064 

Y -4.435E-011 .000 -.081 -.114 .919 

a. Dependent Variable: X1 

 

 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 70.483 1 70.483 .013 .919b 

Residual 10798.517 2 5399.259   

Total 10869.000 3    

a. Dependent Variable: X1 

b. Predictors: (Constant), Y 



Lampiran 5  

Hasil Uji Beda Proporsi 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
sebelum .5800 50 .49857 .07051 

sesudah .8000 50 .40406 .05714 

 

 

 

 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
sebelum - 

sesudah 

-.22000 .54548 .07714 -.37502 -.06498 -2.852 49 .006 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 sebelum & sesudah 50 .284 .046 


